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Skripsi yang berjudul ‚Tinjauan Fiqh Siyasah Dust ̅r y̅ah terhadap 
Putusan Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-XVII/2019 Tentang pasal 416 ayat 
(1) Mengenai Persebaran Suara Setiap Provinsi di Indonesia dalam Undang-
Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum‛ ini dibuat dan digunakan  
untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana Putusan Hakim Mahkamah 
Konstitusi No.39/PUU-XVII/2019 Tentang Pasal 416 Ayat (1) mengenai  
persebaran suara di setiap provinsi di Indonesia dalam Undang-Undang No.7 
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah 
Dust ̅r y̅ah terhadap Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-
XVII/2019 Tentang pasal 416 ayat (1) mengenai  persebaran suara di setiap 
provinsi di Indonesia dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang 
Pemilihan Umum.   
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang mana   
objek kajianya meliputi norma dan kaidah dasar, peraturan perundang-perundang, 
perbandingan hukum, doktrin dan yurisprudensi. Bahan hukum yang digunakan 
dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan Teknik studi pustaka 
dengan pendekatan perundang-undangan yang selanjutnya dianalisis secara 
deskriptif kualitatif kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi bahan 
hukum yang konkret mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-
XVII/2019 Tentang Pasal 416 ayat (1) Mengenai Persebaran Suara Setiap 
Provinsi Di Indonesia Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang 
Pemilihan Umum. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah dan ditinjau 
menggunakan perspektif teori hukum Islam yaitu Fiqh Siyasah Dusturiyah. 
Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui 
Putusan Nomor.39/PUU-XVII/2019 membatalkan dan menyatakan bahwa Pasal 
416 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 yang mengakibatkan terjadinya 
kekosongan hukum terkait pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam 
perolehan suara, pemilihan tidak sah jika tidak memenuhi aturan pasal 416 ayat 
(1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tanpa 
dilakukan pemilihan putaran kedua walaupun pasangan calon hanya diikuti dua 
pasangan calon, dengan memperoleh suara lebih dari 50%. Pasal 416 ayat (1) 
merupakan kutipan dari pasal 159 Undang-Undang No.42 Tahun 2008 yang mana 
pasal ini pernah digugat oleh pemohon sebelumnya pada putusan Mahkamah 
Konstitusi No.50/PUU-XII/2014 sehingga pasal 159 ayat (1) tidak memiliki 
kekuatan hukum lagi. Jika ditinjau dalam Fiqh siy ̅sah Dust ̅r y̅ah, lembaga 
peradilan Qadha’iyyah salah satu yakni Al-Mazalim yaitu Mempunyai 
kewenangan untuk mengadili adanya perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh 
SultahTasyr ’̅ a̅h dalam pembuat Undang-Undang. 
Sejalan dengan hal tersebut penulis menyarankan Badan legislatif dapat 
megindahkan putusan Mahkamah Konstitusi sehingga tidak terjadinya kembali 
kekosongan hukum yang mengakibatkan kerugian hak konstitusional rakyat. 
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A. Latar Belakang 
Indonesia merupakan negara yang demokrasi yang tidak terlepas dari 
proses pemilihan umum yang merupakan karakteristik Demokrasi. Setelah 
terjadinya amandemen UUD 1945 munculnya terkait pasal tentang Hak 
Asasi Manusia dan sistem politik Indonesia yang sesuai aturan Undang-
UUD 1945 yakni sistem politik demokrasi berdasarkan hukum.
1
 Terkait 
pemilihan presiden dan wakil presiden tidak lagi melalui lembaga tertinggi 
yaitu MPR. Pada perubahan ketiga hal mendasar adalah pemilihan 
presiden, selain itu menciptakan implikasi dasar bagi perkembangan sistem 
ketatanegaraan Indonesia.  
Pada dasarnya Pemilu merupakan pengakuan dan perwujudan dari 
hak-hak politik rakyat dan juga perwakilan hak-hak dari rakyat kepada 
wakil rakyat dalam tugas pemerintahan.
2
 Sebagaimana yang tertuang 
dalam pembukaan UUD 1945 ialah untuk menjamin tercapainya cita-cita 
dan tujuan nasional maka dari itu perlu diselenggarakan pemilihan umum 
untuk dapat memilih anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil 
Presiden. Dan untuk memilih DPRD sebagai sarana perwujudan kedaulatan 
rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis. Terkait pemilihan umum 
                                                          
1
 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi (Jakarta; Sinar Grafika, 2012), 
268. 
2
 M.Rusli Karim, ‚Pemilu Demokrasi Kompetitif‛ (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1991), 
2. 
 






































sudah diatur dalam Bab VIIB tentang pemilihan umum pada pasal 22E 
UUD 1945 yang merupakan hasil dari Amandemen ketiga. 
Melalui Amandemen UUD 1945 dengan tambahan Pasal 6A dan 
Pasal 22E, sistem Pemilu sebagaimana yang awalnya dilakukan secara 
tidak langsung akan tetapi setelah terjadinya amandemen rakyat dapat 
memiliki hak dalam memberikan suara ketika pada saat pemilihan umum, 
Sebagimana yang dicantumkan pada UUD 1945 pasal 1 ayat (2) : ‚ 
kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar‛. Yang artinya rakyta Indonesia memiliki hak dalam 
memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum, 
merupakan suatu bentuk Pemerintah dalam menjalankan kedaulatan rakyat 
yang disebut perwakilan rakyat yaitu parlemen.
3
 
Secara historis Indonesia telah melakukan pemilu sebanyak dua belas 
kali yakni pada masa orde lama tahun 1955, pada orde baru dilakukan pada 
tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 yang mana dasar pelaksanaan 
sesuai aturan keluarnya TAP MPRS XI/MPRS/1966. Dan masa Orde 
Reformasi dilakukan pada tahun 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 
                                                          
3
Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 
2010), 414. 
 






































2014 dan Pemilu 2019. Dan Indonesia melakukan pemilu lima tahun sekali 
sejalan dengan masa jabatan presiden.
4
 
Apabila terjadi suatu permasalahan terkait Undang-undang Pemilu 
atau Undang-Undang yang ada dibawah UUD 1945, maka ini merupakan 
suatu ranah hukum Mahkamah Konstitusi yang telah diatur pada UUD 
1945 Pasal 24C yaitu : 
1. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. 
2. Memutuskan Sangketa kewenangan lembaga negara yang    
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. 
3. Memutus pembubaran partai politik. 
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 
5. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR 
bahwa Presiden dan Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran.5 
Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga tinggi negara pada 
sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan 
kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung.
6
 Lembaga negara yang 
muncul setelah adanya Amandemen UUD 1945, pada konteks 
ketatanegaraan MK dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi berfungsi 
                                                          
4
Syahdatul Latif,‛ Implementasi Hak memilih dalam pemilihan umum berdasarkan UU No. 7 
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum‛ (Skripsi—UIN Suska, Riau, 2019), 3. 
5
 Mahkamah Konstitusi RI,‚ Kedudukan dan Kewenangan‛, dalam 
https://mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3, diakses pada 25 /10/2020. 
6
 Wikipedia,‛Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia‛, dalam 
https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia, diakses pada 
25/10/2020. 
 






































menegakkan keadilan konstitusional pada kehidupan masyarakat. Lalu, 
Mahkamah Konstitusi mendorong dan menjamin supaya konstitusi 
dihormati dan dilaksanakan semua komponen negara secara konsisten juga 
bertanggung jawab. Dan ketika melemahnya sistem konstitusi Mahkamah 
Konstitusi berperan sebagai penafsir untuk keberlangsungan bernegara dan 
bermasyarakat.
7
 Diundangkannya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi 
bertujuan dalam melaksanakan aturan dari pasal 24C UUD 1945 Kemudian 
dijelaskan lebih rinci Undang-Undang No.24 Tahun 2003 dan adanya 
perubahan menjadi Undang-Undang No.8 Tahun 2011. 
Permasalahan terkait Pemilu sering terjadi yang diakibatkan oleh 
aturan yang mengatur Pemilu tersebut. Hal ini dapat terjadi dikarenakan 
Undang-undang Pemilu yang telah mengalami empat kali perubahan tetapi 
masih dianggap menimbulkan multitafsir dibeberapa unsur dalam pasalnya. 
Seperti perubahan Undang-undang Pemilu yaitu Undang-Undang No. 42 
Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan 
Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang masih 
terdapat bunyi atau unsur pasal yang sama. Pada Undang-Undang No.42 
Tahun 2008 Pasal 159 yang sebelumnya pernah digugat karena dinilai 
multitafsir. Kemudian Pasal tersebut dicantumkan kembali oleh Undang-
Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 416. Pada hal Undang-Undang No. 42 
                                                          
7
 Jimmly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsilidasi Lembaga Negara (Jakarta : Bumi Aksara, 
2010), 105. 
 






































Tahun 2008 sebagaimana telah dicabut oleh Pasal 571 Undang-Undang No. 
7 Tahun 2017, akan tetapi terdapatnya pengutipan pasal 159 Undang- 
Undang No.42 Tahun 2008 ke pasal 416 Undang-Undang No. 7 Tahun 
2017.  
Adapun jika diuraikan dapat dilihat sebagai berikut: 
Undang-Undang  
No. 42 Tahun 2008 
Pasal 159 
Undang-Undang 
 No.7 Tahun 2017 
Pasal 416 
1) Pasangan calon terpilih 
adalah pasangan calon yang 
memperoleh suara lebih 50% 
(lima puluh persen) dari jumlah 
suara dalam pemilu Presiden dan 
Wakil Presiden dengan 
sedikitnya 20% (dua puluh 
persen) suara di setiap provinsi 
yang tersebar di lebih dari ½ 
(setengah) jumlah provinsi di 
Indonesia. 
2) Dalam hal tidak ada 
pasangan calon terpilih 
1) Pasangan calon 
terpilih adalah pasangan calon 
yang memperoleh suara lebih 
50% (lima puluh persen) dari 
jumlah suara dalam pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden 
dengan sedikitnya 20% (dua 
puluh persen) suara di setiap 
provinsi yang tersebar di lebih 
dari ½ (setengah) jumlah 
provinsi di Indonesia. 
2) Dalam hal tidak ada 
pasangan calon terpilih 
 






































sebagaimana dimaksud ayat (1), 
(2) dua pasangan calon yang 
memperoleh suara terbanyak 
pertama dan kedua dipilih 
kembali oleh rakyat secara 
langsung dalam pemilu presiden 
dan wakil presiden. 
3) Dalam hal perolehan 
suara terbanyak dengan jumlah 
yang diperoleh oleh dua 
pasangan calon , kedua 
pasangan calon tersebut dipilih 
kembali oleh rakyat secara 
langsung dalam pemilu presiden 
dan wakil presiden. 
4) Dalam hal perolehan 
suara terbanyak dengan jumlah 
yang sama diperoleh oleh tiga 
pasangan calon atau lebih, 
penentuan peringkat pertama 
dan kedua dilakukan 
berdasarkan persebaran wilayah 
sebagaimana dimaksud ayat 
(1), (2) dua pasangan calon 
yang memperoleh suara 
terbanyak pertama dan kedua 
dipilih kembali oleh rakyat 
secara langsung dalam pemilu 
presiden dan wakil presiden. 
3) Dalam hal perolehan 
suara terbanyak dengan jumlah 
yang diperoleh oleh dua 
pasangan calon , kedua 
pasangan calon tersebut dipilih 
kembali oleh rakyat secara 
langsung dalam pemilu 
presiden dan wakil presiden. 
4) Dalam hal perolehan 
suara terbanyak dengan jumlah 
yang sama diperoleh oleh tiga 
pasangan calon atau lebih, 
penentuan peringkat pertama 
dan kedua dilakukan 
berdasarkan persebaran 
 






































perolehan suara yang lebih luas 
secara berjenjang. 
5) Dalam hal perolehan 
suara terbanyak kedua dengan 
jumlah yang sama diperoleh 
oleh lebih dari 1 (satu) pasangan 
calon, penentuannya dilakukan 
berdasarkan persebaran wilayah 




wilayah perolehan suara yang 
lebih luas secara berjenjang. 
5) Dalam hal perolehan 
suara terbanyak kedua dengan 
jumlah yang sama diperoleh 
oleh lebih dari 1 (satu) 
pasangan calon, penentuannya 
dilakukan berdasarkan 
persebaran wilayah perolehan 
suara yang lebih luas secara 
berjenjang. 
 
Jika suatu undang-undang dianggap tidak jelas/multitafsir, Hakim 
berkewenangan untuk menafsirkannya sehingga seperti yang tercantum 
dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang 
Kekuasaan Hakim yaitu :‛  
1. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas 
penetapan dan putusan yang dibuatnya. 
 






































2. Penetapan dan Putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat 
pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar 
hukum yang tepat dan benar.
8
 
Dan Mahkamah Konstitusi lembaga yang memiliki kewenangan 
menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana MK 
mempunyai kewenangan terkait permasalahan Pasal yang dianggap 
multitafsir yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 416 yang sangat 
jelas mengutip dari pasal sebelumnya sehingga terulang kembali 
permasalahan terkait ketidak pastian. 
Pada permasalahan ini pemohon yang merasa hak konstitusional 
diatur dan dilindungi dalam UUD 1945 telah dirugikan dengan 
ketidakjelasan tafsiran pada pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No. 7 
Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum. Dalam tahap menguji Undang-
undang secara materil, kerugian yang telah dialami oleh pemohon bersifat 
ratio dicidendi ( Faktor esensial) yaitu kerugian konstitusional yang telah 
dianggap pemohon yaitu memiliki sifat menentukan. Mengenai Undang-
Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adanya pasal 416 
dimana bunyi pasal ini sama persis dengan pasal 159 Undang-Undang No. 
48 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 
Sebelumnya pasal 156 ayat (1) pada Putusan No 50/PUU-XII/2014 
pernah dipermasalahkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 
                                                          
8
 Pasal 53 Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim. 
 






































yang mana tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah 
Konstitusi sepanjang tidak diartikan tidak berlaku untuk dua pasangan 
calon saja. Dalam UUD 1945 sendiri pada pasal 6a ayat 3 yang berbunyi :‛ 
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih 
dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan 
sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih 
dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan 
Wakil Presiden‛. 
Yang tujuanya, dalam persebaran untuk mendapatkan perolehan suara 
sedikitnya 20% setiap provinsi di lebih dari setengah provinsi di Indonesia, 
pada pasal 6A ayat (3) UUD 1945 memperlihatkan bahwasannya maksud 
dan kehendak UUD 1945 agar presiden yang memperoleh dua legitimasi 
sekaligus yakni suara terbanyak dari rakyat serta legitimasi yang tersebar 
dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Ini merupakan kewajaran 
dalam artian menjaga dan membangun keutuhan dan kesatuan dalam 
NKRI, seperti yang kita ketahui Indonesia memiliki kondisi geografis dan 
demografis yang timpang. 
Sedangkan dilanjutkan oleh pasal 6A ayat 4 yang berbunyi: ‚Dalam 
hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua 
pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua 
dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan 
yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan 
 






































Wakil Presiden‛. Sangat jelas pada pasal 6A ayat 3 dan 4 yaitu persebaran 
wilayah hanya diberlakukan untuk lebih dari dua kandidat, dan tidak 
diberlakukan untuk 2 kandidat. 
Faktanya ketentuan persebaran suara pernah diterapkan pada 
pemilihan umum calon Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004 yang 
diikuti lebih diikuti 6 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang 
telah mendaftarkan ke KPU, Pada putaran pertama dimenangkan oleh 
pasangan calon SBY dengan Jusuf Kalla mendapatkan suara 33,57% dan 
pasangan calon presiden Megawati dan Hasyim Muzadi yang meraih 
26,61% suara. Karena tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara 
diatas 50% maka dilakukan pemilihan putaran ke II selang tiga bulan 
setelah putaran I. Ini dapat diartikan apabila pasangan calon presiden lebih 
2 kandidat maka harus mengikuti aturan memperoleh suara lebih dari 50% 
dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara 
disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di 
Indonesia. Namun, jika pasangan calon hanya terdapat 2 kandidat aturan 
tersebut tidak terpakai.  
Sedangkan pada pemilu 2014 pasangan yang mengikuti capres dan 
cawapres hanya diikuti dua kandidat, maka ketentuan ini tidak dapat 
diberlakukan jika dimaknai jumlah pasangan yang dimaksud pasal 6A ayat 
(3) dikaitkan dengan pasal 6A ayat (4) UUD 1945 adalah lebih dari dua 
pasangan calon. Demikian pula kontruksi hukum pada pasal 159 ayat (1) 
 






































Undang-Undang No.42 Tahun 2008 dapat diartikan bahwa sepanjang 
terkait dengan jumlah pasangan calon, maka harus dapat dikaitkan dengan 
konstruksi Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang No.42 Tahun 2008 yaitu 
lebih dari dua pasangan calon. Maka dari itu Pasal 159 tidak memiliki 
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diberlakukan untuk dua 
kandidat. 
Dengan tidak memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi 
sebelumnya, maka munculnya kembali terkait adanya kekosongan hukum 
kembali, yang secara jelas sudah dinyatakan tidak berlaku Pasal 159 
Undang-Undang No.42 Tahun 2008  dan sudah sangat jelas Undang-
Undang No.42 Tahun 2008 telah dicabut oleh Pasal 571 Undang-Undang 
No.7 Tahun 2017, Akibat tanpa mengindahkan putusan Mahkamah 
Konstitusi yang sebelumnya, munculnya polemik ditengah-tengah 
masyrakat luas setelah terjadinya informasi terkait tidak dapatnya dilantik 
pasangan calon presiden dan wakil presiden jika tidak mengikuti ketentuan 
Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang hanya diikuti dua 
kandidat. Polemik ini muncul diberbagai berita media terkait Pemilu 2019 
yang hanya diikuti dua kandidat, salah  satu  calon Presiden dan Wakil 
Presiden Joko Widodo dan Ma’aruf Amin yang mana pasangan calon 
meraih suara lebih dari 51%, harus dapat mengikuti syarat lainnya yaitu 
mendapatkan suara di1/2 jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Artinya 
walaupun pasangan ini meraih suara lebih dari 50% tapi hanya berasal dari 
 






































sejumlah provinsi, maka kemenangan tersebut tidak sah, dan juga pada 
provinsi-provinsi yang kalah, jumlah suara yang diperoleh tidak kurang dari 
20%. Pada provinsi yang minim pendukung pasangan tersebut, kemenangan 
ini dianggap tidak sah.
9
 
Maka demikian hakim dalam mempertimbangkan Putusannya 
No.39/PUU-XVII/2019 merujuk kepada putusan sebelumnya, Putusan No. 
50/PUU-XVII/2014, yang jelas Pasal 416 ayat (1) tidak dapat ditetapkan 
hanya untuk dua kandidat. 
Al-quran menjelaskan pentingnya keadilan bagi hakim untuk 
memutus suatu perkara, dijelaskan dalam QS. Shaad Ayat 26 dan QS. Al-
Ma’idah Ayat 49. 
ْاْىَهٰىيْ َّبِعِ ْتَت َْوَْل ْبِاْىَحّقِ ْاىَّْاِس َِ َْبْي ٌْ ْاْْلَْزِضْفَاْحُن ْفًِ
َْخِيْيفَةً َل ْٰ َْجعَْي ْاَِّّا ٰيدَاٗودُ
َْعرَاٌبَْشدِْ ٌْ ِْىَُه َْسبِْيِوّْٰللاه ِْ َْع َُ ْيَِضيُّْى َِ ْاىَِّرْي َُّ ِْۗاِ َْسِبْيِوّْٰللاه ِْ َُّسْىاْْيدٌْۢفَيُِضيََّلَْع اْ ََ ِب
ْاْىِحَساب ًَ  ٢٦ْ-ْيَْى
Artinya: ‚Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah 
(penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara 
manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia 
akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang 
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Amirullah, ‚Meski Raih 51 Persen Suara Lebih, Benarkah Jokowi Tak Bisa Menang Pilpres‛, 
Dalam https://aceh.tribunnews.com/2019/04/21/meski-raih-51-persen-suara-lebih-benarkah-
jokowi-tak-bisa-menang-pilpres-begini-faktanya?page=3 diakses pada 29/10/2020. 
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 Departemen Agana RI, Al-Quran Terjemah &Tajwid Warna (Jakarta Pusat: Beras), 404. 
 






































ْ ٌْ َْواْحرَْزُه ٌْ َُْوَْلْتَتَّبِْعْاَْهَىۤاَءُه َّْزَهّْٰللاه آْاَ ََ ْبِ ٌْ َُْه َْبْي ٌْ ْاْحُن ُِ ْبَْعِطَْواَ
ِْۢ ْيَّْفِتُْْىَكَْع ُْ اَ
ٌْْ ِْببَْعِطْذُُّْىِبِه ٌْ ْيُِّصْيبَُه ُْ ُْاَ اْيُِسْيدُّْٰللاه ََ ْاََّّ ٌْ ْتََىىَّْىاْفَاْعيَ ُْ ْفَِا ُْاِىَْيَلۗ َّْزَهّْٰللاه آْاَ ٍَْ َُّ َْۗواِ
ْ َُ ْاىَّْاِسْىَٰفِسقُْى َِ ّ ٍِ  ٩٤ْ-َمِثْيًساْ
Artinya: ‚Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka 
menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa 
nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka 
tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah 
kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan 
Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan 
menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa 




Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 
kajian mengenai hal tersebut untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. 
Untuk itu agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka 
penulis membuat judul kajian, ‚ Tinjauan Fiqh Siyasah Dust ̅r y̅ah 
terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-XVII/2019 Tentang 
Pasal 416 ayat (1) Mengenai Persebaran Suara Setiap Provinsi di Indonesia 
dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum‛. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat 
diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul di antaranya: 
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 Departemen Agana RI, Al-Quran Terjemah &Tajwid Warna (Jakarta Pusat: Beras), 214. 
 






































1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi apabila terjadinya suatu Undang-
undang  yang bertentangan terhadap UUD 1945. 
2. Perubahan Undang-Undang pemilu yang terdapat kutipan pasal yang 
sama yaitu Undang-undang No.7 Tahun 2017  Tentang Pemilihan Umum 
Pasal 416 dengan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang 
No.48 Tahun 2008 Pasal 156 sebagaimana pasal yang sebelumnya 
dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 
3. Adanya kekosongan hukum kembali dengan munculnya Pasal 416 ayat (1) 
Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 
4. Permasalahan penetepan suara yang harus diperoleh oleh calon Presiden 
dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum. 
5. Munculnya polemik-polemik ditengah-tengah masyrakat luas terkait 
pasangan calon presiden dan wakil presiden jika tidak mengikuti 
ketentuan pasal 416 ayat (1). 
6. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
No.39/PUU-XVII/2019 Tentang Pasal 416 ayat (1) Mengenai Persebaran 
Suara Setiap Provinsi di Indonesia dalam Undang-Undang No.7 Tahun 
2017 Tentang Pemilihan Umum. 
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 ditinjau dari 
Fiqh Siya>sah Dust ̅r y̅ah. 
 
 






































C. Batasan Masalah 
Dari Identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah 
sebagai berikut: 
1. Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-
XVII/2019 Tentang Pasal 416 ayat (1) mengenai persebaran suara setiap 
provinsi di Indonesia dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang 
Pemilihan Umum. 
2. Tinjaun Fiqh Siya>sah Dust ̅r y̅ah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi 
No. 39/PUU-XVII/2019 tentang pasal 416 ayat (1) mengenai persebaran 
suara setiap provinsi di Indonesia dalam Undang-Undang No.7 Tahun 
2017 Tentang Pemilihan Umum. 
D. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Putusan hakim Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XVII/2019 
Tentang Pasal 416 ayat (1) mengenai persebaran suara setiap provinsi di 
Indonesia dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 
Umum. 
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siy ̅sah Dust ̅r y̅ah terhadap Putusan hakim 
Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XVII/2019 Tentang Pasal 416 ayat 
(1) mengenai persebaran suara setiap provinsi di Indonesia dalam  
Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 
 
 






































E. Kajian Pustaka  
Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah 
pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas 
bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi 
dari kajian atau penelitian tersebut.
12
 
Kajian Pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian 
terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas perihal 
permasalahan Ketentuan suara yang diperoleh oleh calon Presiden dan Wakil 
Presiden dalam Pemilihan Umum Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi 
plagiasi,  antara lain:  
1. ‚ Analisis Hukum Terhadap Putusan MK RI No.50/PUU-XVII/2014 
Tentang pengujian Undang-Undang No.42 Tahun 2008 Tentang 
Pemilihan Umum Presiden Terhadap UUD 1945‛. Tesis ini ditulisa oleh 
Fitrah Bukhari, S.H. Program Megister Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan 
Hukum Universitas Islam Indonesia. Dalam Deskripsi ini menjelaskan 
tentang alasan pemohon mengajukan permohonan uji materi Undang-
Undang No.48 Tahun 2008 yaitu jika pasal 159 ayat (1) Undang-Undang 
No.48 Tahun 2008 dilakukan pada pilpres 2014 apabila tidak ada yang 
memenuhi kententuan tersebut maka diadakan kembali pemilihan umum 
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Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi 
(Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8. 
 






































putaran kedua yang diikuti pasangan calon  yang sama, ini akan 
mengakibatkan pemoborosan keuang negara juga ketidakstabilan politik. 
pada pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan No.50/PUU-
XII/2014 adalah jika dilakukan hanya dua pasangan calon saja yang 
ditunjuk oleh gabungan beberapa parpol yang bersifat nasional tahap 
pencalonan pasangan calon ini sudah memenuhi prinsip representasi 
keterwakilan seluruh daerah di Indonesia.
13
\ 
Sementara itu yang akan ditulis oleh penulis berbeda dengan penulisan 
yang terdahulu, dalam skripsi ini akan membahas tentang Putusan hakim 
Mahkamah Konstitusi pasal 416 ayat (1) mengenai persebaran suara setiap 
provinsi di Indonesia dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang 
Pemilihan Umum yang mana terkait ketentuan perolehan suara yang harus 
diperoleh oleh calon presiden dan wakil presiden telah diatur dalam Pasal 
416 ayat (1) sekiranya pasal tersebut merupakan copy-paste dari Pasal 159 
ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2008 Tentang Pilpres, tentunya 
menggunakan argumen dan dalil-dalil hukum dalam pandangan 
ketatanegaraan Islam (Siyasah) dalam hal ini menggunakan teori Siy ̅sah 
Dust ̅r y̅ah dan teori Al-Mahkamah al-Dust ̅r y̅ah al-‘Ulya. 
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2. ‚Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-XII/2014 
Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Satu Putaran‛. 
Jurnal ini ditulis oleh Teuku Soekiarandi TR dan Zahratul Idami, Fakultas 
Hukum Universitas Syiah Kuala. Dalam jurnal ini menjelaskan 
memahami, serta menganalisis dasar pertimbangan hukum yang mana 
apabila pasangan calon presiden yang hanya diikuti dua pasangan calon 
saja cukup dilakukan satu putaran saja karena calon tersebut tidak akan 
berubah, dan untuk menentukan siapa yang dapat memenangkan suara 
tersebut barulah dapat mengkaitkan pada pembahasan pasal 6A ayat (4) 
UUD 1945 yaitu metode perhitungan Pemilu pada dua putaran 
diasumsikan lebih dari dua pasangan calon saja. Serta Menganalisis 
putusan hakim terhadap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 
satu putaran yang mana putusan ini bersifat erga omnes berlaku umum 
dan mengikat artinya jika pemilu diikuti dua kandidat cukup dilaksanakan 
satu putaran saja dengan ketentuan perolehan suara lebih dari 50% dan 
tidak diberlakukan pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 
2014 juga pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan datang, hal 
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Sementara itu yang akan ditulis oleh penulis berbeda dengan penulisan 
yang terdahulu, dalam skripsi ini akan membahas tentang putusan hakim 
Mahkamah Konstitusi Pasal 416 ayat (1) mengenai persebaran suara setiap 
provinsi di Indonesia dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang 
Pemilihan Umum yang mana terkait ketentuan perolehan suara yang harus 
diperoleh oleh calon presiden dan wakil presiden telah diatur dalam Pasal 
416 ayat (1) sekiranya pasal tersebut merupakan copy-paste dari Pasal 159 
ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2008 Tentang Pilpres, tentunya 
menggunakan argumen dan dalil-dalil hukum dalam pandangan 
ketatanegaraan Islam (Siyasah) dalam hal ini menggunakan teori Siy ̅sah 
Dust ̅r y̅ah dan teori Al-Mahkamah al-Dust ̅r y̅ah al-‘Ulya. 
F. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah 
sebagai berikut:  
1. Untuk mengetahui Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-
XVII/2019 Tentang Pasal 416 ayat (1) mengenai persebaran suara setiap 
provinsi di Indonesia dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang 
Pemilihan Umum. 
2. Untuk mengetahui analisis Fiqh Siya>sah Dustu  ri  yah terhadap Putusan 
Hakim Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-XVII/2019 Tentang Pasal 416 
 






































ayat (1) mengenai persebaran suara setiap provinsi di Indonesia dalam 
Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 
G. Kegunaan Hasil Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Kegunaan teoritis, secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu 
memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan 
Hukum Tata Negara khususnya tentang:  
a. Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-
XVII/2019 Tentang Pasal 416 ayat (1) mengenai persebaran suara 
setiap provinsi di Indonesia dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 
Tentang Pemilihan Umum. 
b. Tinjauan Fiqh Siya>sah Dustu ri  yah terhadap Putusan Hakim 
Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-XVII/2019 tentang Pasal 416 ayat 
(1) mengenai persebaran suara setiap provinsi di Indonesia dalam 
Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 
2. Kegunaan praktis, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
masukan atau sumbangan ilmu dan pikiran terkait pemilihan Umum. 











































H. Definisi Operasional 
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari 
terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka 
penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang 
diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta 
menghindari ambiguitas. Untuk itu penelitian akan menjelaskan beberapa 
istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian sebagai berikut:  
1. Siya>sah Dust ̅ri ̅ah adalah peraturan perundang-undangan yang 
fundamental yang kemudian dijadikan sebagai sumber hukum bagi 
peraturan-peraturan yang dibawah berdasarkan pada nilai-nilai syariat 
Islam. 
2. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang memiliki wewenang menguji 
undang-undang dan menyelesaikan sangketa antar lembaga, wewenang 
lainnya merupakan wewenang tambahan seperti halnya pembubaran 
partai dan menyelesaikan sangketa pemilu.
15
 
3. Pemilihan Umum adalah proses dalam memilih orang-orang yang dapat 
menduduki kursi pemerintah, merupakan bentuk dari sistem negara yang 
demokrasi. Sistem pemilihan umum ialah metode yang mengatur serta 
memungkinkan warga negara memilih/mencoblos para wakil rakyat 
diantara mereka sendiri. Metode berhubungan erat dengan aturan dan 
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prosedur merubah atau mentransformasi suara ke kursi di parlemen. 
Mereka sendiri maksudnya adalah yang memilih ataupun yang hendak 
dipilih juga merupakan bagian dari sebuah entitas yang sama.
16
 
Berdasarkan defenisi operasional di atas maka penelitian yang berjudul 
‚ Tinjauan Fiqih Siyasah Dust ̅r y̅ah terhadap Putusan Mahkamah 
Konstitusi No.39/PUU-XVII/2019 TentangPasal 416 ayat (1) Mengenai 
Persebaran Suara Setiap Provinsi di Indonesia dalam Undang-Undang No.7 
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum‛. Terbatas pada pembahasan tentang 
bagaimana hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 tentang 
masalah persebaran suara setiap provinsi di Indonesia berdasarkan hukum 
positif. 
I. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian tentang ‛Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 Tentang Persebaran 
Suara Setiap Provinsi Di Indonesia Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 
2017 Pasal 416 ayat (1) Tentang Pemilihan Umum‛ merupakan 
Penelitian hukum normatif yang mana objek kajian dari penelitian ini 
meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan 
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2. Sumber Bahan Hukum 
Untuk memudahkan mengindetifikasi sumber bahan hukum maka 
dalam hal ini sumber yang digunakan dalam penelitian hukum ini berupa 
bahan hukum primer dan sekunder.
18
Sebagai berikut: 
a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum, dan terdiri dari 
ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan 
pengadilan yang meliputi: 
1) UUD 1945. 
2) Undang-Undang No.42 Tahun 2008  Tentang Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden. 
3) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 
(Pemilu). 
4) Undang-Undang No.24 Tahun 2003 jo Undang -Undang No.8 
Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi. 
5) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XVII/2019. 
6) Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-XVII/2014. 
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(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 34. 
 






































b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan 
penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur yang 
berhubungan dengan masalah-masalah yang dikaji dalam penelitian ini 
meliputi buku-buku, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum,artikel 
internet supaya dapat membantu penyelesaian penelitian ini. 
3. Teknis Pengumpulan Data. 
 Untuk mengumpulkan data teknik yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah studi kepustakaan yakni suatu metode yang mana 
pengumpulan bahan-bahan hukumnya diperoleh dari pustaka atau bacaan 
lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan 
ruang lingkup permasalahan.
19
 Dalam hal ini penulis dalam mencari dan 
mengumpulkan bahan kepustakaan berupa perundang-undangan, buku, 
hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, artikel, jurnal-jurnal hukum dengan 
penelitian yang penulis bahas supaya dapat membantu penyelesaian 
penelitian ini. 
4. Teknik Analisis Data. 
Data penelitian yang telah dikumpulkan baik primer dan sekunder 
kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif yang selanjutnya disusun 
dengan menggunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam 
bentuk deskriptif. Analasis kualitatif merupakan analisis yang bersifat 
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 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana,2005) 18. 
 






































mendeskripsikan bahan hukum yang diperoleh dalam bentuk uraian 
kalimat yang logis selanjutnya diberi penafsiran serta kesimpulan.
20
 
J. Sistematika Pembahasan 
Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah 
dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai 
berikut: 
Bab I merupakan Pendahuluan yang didalamnya memuat penyajian 
latar belakang masalah, indetifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan 
masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 
operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab II merupakan landasan teori yang berisi tinjauan umum tentang 
Siya>sah Dust ̅r y̅ah dan Al-Mahkamah al Dust ̅r y̅ah al-‘Ulya Tentang 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 Bab ini 
menjelaskan tentang kajian Umum Teori Siya>sah Dustu>r y̅ah  yang meliputi 
definisi, ruang lingkup, Siya>sah Dustu>riyyah Dan Al-Mahkamah al-
Dust ̅r y̅ah al-‘Ulya 
Bab III merupakan data penelitian yang memuat tentang putusan 
Mahkamah Konstitusi No.39/PUU/XVII/2019. 
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Bab IV merupakan analisis bahan hukum yang memuat tinjauan Fiqh 
Siya>sah Dustu  ri  yah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-
XVII/2019 tentang pasal 416 ayat (1) mengenai persebaran suara setiap 
provinsi di Indonesia dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang 
Pemilihan Umum. 
Bab V merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari semua 
pembahasan dalam penelitian sekaligus merupakan jawaban ringkas dari 







































Tinjuan Umum Tentang Siy ̅sah Qadha’iyyah 
A. Pengertian Siy ̅sah Dust ̅r y̅ah 
Siy ̅sah dalam Bahasa memiliki beberapa makna yaitu, mengurus, 
mengatur, memimpin, memerintah, membuat kebijaksanaan, pemerintahan 
serta politik. Namun dalam bahasa arab Siy ̅sah ialah memimpin atau 
mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siy ̅sah 
merupakan ilmu pemerintahan untuk mengendalian tugas pada dalam negeri 
dan juga luar negeri yakni politik yang ada dalam negeri serta politik luar 
negeri juga kemasyarakatan yang mengatur kehidupan umum atas dasar 
istiqomah dan keadilan.
1 Dalam fiqh siyasah, siyasah Dust ̅ri ̅ah membahas 
masalah tentang perundang-undangan negara. 
Dust ̅ri ̅ah berasal dari kata Kata ‚dusturi‛ berasal dari bahasa Persia 
yang maknanya seseorang yang mempunyai otoritas, baik di bidang politik 
maupun bidang agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini 
digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) 
zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, 
kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. 
Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan 
hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah 
negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Di 
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 Suyuti Pulungan, Fiqh Siy ̅sah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 127. 
 






































dalam pembahasan syariah digunakan istilah fiqh dustury, yang artinya 
adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, yang mana 




Oleh sebab itu kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa 
inggris, atau Undang-undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Kata ‚dasar‛ 
dalam bahasa Indonesia tersebut tidak menutup kemungkinan berasal dari 
kata dustur. Dengan demikian Siy ̅sah Dust ̅r y̅ah adalah fiqh siy ̅sah yang 
membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-
nilai syari’at. Sehingga akar kata Dust ̅r y̅ah disimpulkan adalah peraturan 
perundang-undangan yang fundamental yang kemudian dijadikan dasar atau 
sebagai sumber hukum bagi peraturan-peraturan yang dibawah lainya, 
berdasarkan dalam nilai-nilai syariat Islam maka kedudukan Dust ̅r y̅ah ini 
sebagai groud gezert. Dengan demikian semua peraturan perundang-
undangan haruslah mengacu pada konstitusi negara masing-masing yang 
tercermin dalam hukum-hukum syariat pada nilai-nilai Islam yang mana 
telah diatur atau dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi, terkait 
tentang akidah, akhlak serta ibadah dan muamalah. 
Menurut J. Suyuthi Pulungan Siy ̅sah Dust ̅r y̅ah adalah siy ̅sah yang 
berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan 
                                                          
2
  Imam Amrusi Jaelani, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Press,2011), 22. 
 






































batasan kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, Batasan kekuasaan lazim 
bagi pelaksanaan urusan umat dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi 
individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.
 3
 
Permasalahan pada Fiqh Siy ̅sah Dust ̅r y̅ah ialah hubungan antara 
pemimpin pada di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta juga 
kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya. Maka pada Fiqh Siy ̅sah 
Dust ̅r y̅ah biasanya dibatasi hanya membahas tentang pengaturan 
perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi 
persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi 
kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.
4
 
B. Ruang Lingkup Siy ̅sah Dust ̅r y̅ah 
Objek kajian Siy ̅sah Dust ̅r y̅ah sangat kompleks dan luas dalam 
bidang kehidupan, permasalahan-permasalahan yang menjadi objek kajianya 
tidak akan terlepas dari dua hal pokok yakni: 
1. Al-qur’an yang dijadikan patokan dalam segala hal dalam mengurus 
tatanan kehidupan umat termasuk dalam urusan bernegara, baik untuk 
melakukan aturan hukum ataupun untuk mengatur akhlak manusia. 
2. Kebijakan Ulil Amri atas dasar pertimbangan ulama dalam menentukan 
suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk 
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mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai 
pada kemaslahatan bersama. 
Adapun sumber kajian siy ̅sah dust ̅r y̅ah antara lain: 
1. Al-Qur’an yaitu ayat-ayat yang berkaitan berdasarkan prinsip-prinsip 
kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy. 
2. Sunnah yang berkaitan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan 
Rasulullah Saw di dalam menerapkan hukum di Negara Arab.
5
 
3. Kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan 
pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam 
pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada 
kesamaan alur kebijakan yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya 
kepada kemaslahatan ummat. 
4. Hasil ijtihad ulama di dalam Siy ̅sah Dust ̅r y̅ah hasil ijtihad membantu 
dalam memahami semangat dan prinsip Siy ̅sah Dust ̅r y̅ah dalam 
mencapai kemaslahatan umat. 
5. Kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan 
Al-Quran dan Hadist. 
Kebiasaan yang hidup dalam kehidupan masyarakat memiliki bentuk 
tidak tertulis yang biasa disebut dengan konvensi. Yang kemudian kebiasaan 
tersebut dijadikan sebuah rujukan dan dikodifikasikan dalam bentuk tertulis 
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sehingga mengikat untuk umum. Yang persyaratan adat untuk dapat 
diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. Kebiasaan tersebut 
biasanya diterapkan didalam negara yang mayoritas beragama Islam namum 
dalam penerapannya tidak didasarkan pada syariat Islam baik Al-Quraan, 
maupun Hadist tapi berdasarkan kemaslahatan umat yang biasanya tidak 
meyangkut persoalan suku, budaya dan agama. 
A . Jazuli mengupas ruang lingkup bidang fiqh siy ̅sah dust ̅r y̅ah 
menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan 
rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu 
luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan 
dalam persoalan kenegaraan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-
prinsip yang diletakkan dalam pembuatan undang-undang dasar ini adalah 
jaminan atas hak-hak asas manusia setiap anggota masyrakat dan persamaan 
kedudukan semua orang di depan hukum, tanpa membedakan status 
manusia. 
Lebih lanjut A. Jazuli menetapkan bidang siy ̅sah dust ̅r y̅ah 
menyangkut persoalan: 
1) Im ̅mah, hak dan kewajibannya; 
2) Rakyat, hak dan kewajibannya; 
3) Bai’at; 
4) Waliyu al-‘aqd; 
 







































6) Ahlul halli wa al-‘aqd; 
7) Wiz ̅rah dan perbandingannya. 
Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa bidan kajian fiqh siy ̅sah 




4)    ̅  ̅ atau demokras.6 
C. Konsep Kekuasaan dalam Siy ̅sah Dust ̅r y̅ah 
Dalam siy ̅sah dust ̅r y̅ah meyangkut masalah hubungan timbal balik 
antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga di dalamnya, yang 
kemudian diatur dalam perundang-undangan terkait persoalan kenegaraan, 
sehingga menuntut sebuah negara dibagi atas beberapa kekuasaan. 
Berkenaan dengan pembagian kekuasaan di dalam sebuah negara, para ulama 
berbeda dalam memetakan pembagian kekuasaan dalam sebuah negara. 
Kekuasaan (Sultah) dalam konsep negara islam, oleh Abdul Wahab 
Khallaf dibagi menjadi tiga bagian, yakni:
7
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1. Lembaga legislatif ( Sultah tasr ’̅ y̅ah ), lembaga ini adalah lembaga 
negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang; 
2. Lembaga Eksekutif ( sultah tanfid y̅ah ), lembaga ini adalah lembaga 
negara yang berfungsi menjalankan undang-undang; 
3. Lembaga Yudikatif ( sultah qad ̅’ y̅ah ), lembaga ini adalah lembaga 
negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. 
D. Siy ̅sah Qadha’iyyah (Peradilan) 
Adapun mengenai pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk 
menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan 
penganinayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya 
kepada orang yang memiliki hak tersebut, melindungi orang yang kehilangan 
hak-haknya, mengawasi harta wakaf, dan lain-lain. 
Tujuan pengadilan dalam islam bukanlah untuk mengorek kesalahan 
agar dapat dihukum, tetapi menjadi tujuan pokok yaitu menegakkan 
kebeneran supaya yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan 
salah. Lembaga peradilan menurut para ulama fikih merupakan lembaga 
independen yang tidak membedakan pihak-pihak yang bersengketa 
dihadapan majelis hakim. Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga 
yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas pemerintahan umum. 
Lembaga peradilan dalam fiqh siy ̅sah dikenal dengan qadha’iyyah 
yang berasal dari kata al-qadha yaitu lembaga peradilan yang dibentuk untuk 
 






































menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum 
islam. Menurut ilmu bahasa arti qada antara lain menyelesaikan, 
menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Makna 
yang terakhir inilah yang digunakan dalam konteks ini. Sedangkan dari segi 
istilah ahli fiqh, qada berarti lembaga hukum dan perkataan yang dituruti 
yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau 
menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.
8
 
Menurut Muhammad Salam Madkur, qada disebut hakim karena dia 
melarang pelaku dari perbuatan tidak adil karena adanya berbagai pengertian 
dari kata qada itu, maka bisa digunakan dalam arti memutuskan perselisihan 
oleh hakim. Orang yang melakukannya disebut qadhi. Menurut para ulama 
fiqh, terminologi syariat dari kata qada adalah memutuskan perselisihan dan 
menghindarkan perbedaan serta konflik yang terjadi. Dengan definisi 
tersebut di atas bahwa tugas qada (lembaga peradilan) adalah menampakkan 
hukum agama, bukan menetapkan suatu hukum, karena hukum telah ada 
dalam hal yang dihadapi oleh hakim. Hakim hanya menerapkan ke alam 
nyata, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.
9
 
Peradilan memiliki peranan yang sangat penting bahwa tugas peradilan 
dalam menetapkan hukum agama tidak tepat karena hukum itu sebenarnya 
telah ada dan hakim hanya menemukan dan melaksanakannya. Disinilah 
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letak perbedaan antara hukum islam dengan hukum umum dimana hukum 
islam telah ada sebelum manusia sedangkan hukum umum baru muncul 
setelah manusia ada. Jadi hakim dalam hal ini hanya menerapkan hukum 
yang ada pada kehidupan bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.
10
 
Didalam perkembanganya, lembaga peradilan dalam konsep hukum 
tata negara islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga 
peradilan tersebut meliputi wil ̅yah al-qada, wil ̅yah al-maz ̅lim, dan 
wil ̅yah al-hisbah. wil ̅yah al-qada adalah lembaga peradilan untuk 
memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun 
pidana. 
wil ̅yah al-hisbah menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk 
menjalankan amar ma’ruf ketika yang ma’ruf mulai ditinggalkan orang, dan 
mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga wil ̅yah al-
hisbah adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-
persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari wil ̅yah al-qada. 
Wewenang wil ̅yah al-hisbah menekankan ajakan untuk berbuat baik dan 
mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala 
dan ridha Allah Swt. 
Selain itu, wil ̅yah al-maz ̅lim merupakan lembaga peradilan yang 
secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap 
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hak-hak rakyat. Wil ̅yah al-maz ̅lim  didirikan dengan tujuan untuk 
memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat, dan 
keluarganya. Untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh 
mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga 
negara. Yang dimaksudkan penguasa dalam defenisi ini menurut al-Mawardi 
adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai 
pejabat paling rendah. 
E. Wil ̅yah Al-Maz ̅lim 
Kata Wil ̅yah al-maz ̅lim  merupakan gabungan dua kata, yaitu 
Wil ̅yah dan al-maz ̅lim. Kata wil ̅yah secara literal berarti kekuasaan 
tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata al-maz ̅lim  adalah 
bentuk jamak dari maz ̅limah  yang secara literal berarti kejahatan, 
kesalahan, ketidaksamaan, dan kekejaman. Secara Terminologi Wil ̅yah al-
maz ̅lim berarti kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan 
hakim dan muhtasib, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang 
menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat 
biasa. Wil ̅yah al-maz ̅lim bertugas mengadili para pejabat negara, meliputi 
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Segala masalah kezaliman apapun yang dilakukan individu baik 
dilakukan oleh para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta 
kebijakkannya, tetap dianggap sebagai tindak kezaliman, sehingga 
diserahkan kepada khalifah agar dialah yang memutuskan tindak kezaliman 
tersebut, ataupun orang-orang yang menjadi wakil Khalifah dalam masalah 
ini, yang disebut dengan qadial-Maz ̅lim artinya perkara-perkara yang 
meyangkut masalah fiqh siy ̅sah  oleh Wil ̅yah al-maz ̅lim akan diangkat 
qadial-Maz ̅lim untuk menyelesaikan segala tindak kezaliman.12 
Oleh karena itu terlihat bahwa Wil ̅yah al-maz ̅lim memiliki 
wewenang untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik 
yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut penyimpangan 
khalifah terhadap hukum-hukum syara’ atau yang menyangkut makna salah 
satu teks perundang-undangan yang sesuai dengan tabanni (adopsi) 
penguasa, maka memberikan keputusan dalam perkara itu yang artinya 
memberikan keputusan terhadap perintah penguasa, yakni perkara itu harus 
dikembalikan kepada Wil ̅yah al-maz ̅lim atau keputusan Allah dan Rasul-
Nya. Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan dalam Wil ̅yah 
al-maz ̅lim yang memiliki putusan yang bersifat final.13 
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1. KompetensiWil ̅yah al-maz ̅lim 
Kompetensi absolut yang dimiliki oleh Wil ̅yah al-maz ̅lim 
adalah memutuskan perkara-perkara yang tidak mampu diputuskan oleh 
hakim atau para hakim tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan 
proses peradilannya, seperti kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan 
oleh para kerabat khalifah pegawai pemerintahan, dan hakim-hakim 
sehingga kekuasaan Wil ̅yah al-maz ̅lim lebih luas dari kekuasaan qada. 
Nadiral-maz ̅lim memiliki sejumlah wewenang, tugas, dan 
kompetensi. Sebagian di antaranya bersifat konsultatif yang berkaitan 
dengan pengawasan penerepan hukum syara’, sebagiannya lagi bersifat 
administratif yang berkaitan dengan pengawasan kinerja dan perilaku 
para pejabat negara serta pegawai negara meski tanpa ada pihak yang 
mengajukan laporan perkara tindakan kezaliman yang menimpanya. 
Sebagian lagi bersifat judisial yang berkaitan dengan penyelesaian 
persengketaan yang terjadi antara pejabat negara dan warga negara biasa 
atau diantara para warga negara biasa.
14
 
Selanjutnya al-Mawardi menerangkan kompetensi absolut 
Wil ̅yahal-maz ̅lim yaitu sebagai beriku: 15 
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a. Ketidakadilan yang dilakukan para gubernur terhadap rakyat dan 
penindasan penguasa terhadap rakyat. Wil ̅yahal-maz ̅lim tidak 
boleh membiarkan kezaliman dan terhadap tingkah laku para 
penguasa, ia harus menyelidiki agar mereka berlaku adil, menahan 
penindasan, dan mencopot kedudukan mereka apabila tidak dapat 
berlaku adil. 
b. Kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan dalam 
penarikan pajak. Tugas Wil ̅yahal-maz ̅lim adalah mengirim utusan 
untuk menyelidiki hasil pengumpulan pajak dan harta, dan 
memerintahkan kepada para pegawai yang bertugas tersebut untuk 
mengembalikan kelebihan penarikan harta dan pajak kepada 
pemiliknya, baik harta tersebut sudah diserahkan ke bait al-mal atau 
untuk dirinya sendiri; 
c. Para pegawai kantor pemerintahan harus amanah karena umat islam 
mempercayakan kepada mereka dalam masalah harta benda. Tugas 
N ̅dir al-maz ̅lim adalah meneliti tingkah laku dan menghukum 
mereka berdasarkan undang-undang yang berlaku; 
d. Kezaliman yang dilakukan aparat pemberi gaji kepada orang yang 
berhak menerima gaji, baik karena pengurangan atau 
keterlambatannya dalam memberikan gaji. Ketika gaji tersebut tidak 
diberikan atau dikurangi, tugas N ̅dir al-maz ̅lim adalah 
memerintahkan kepada pemerintah untuk mengembalikan apabila 
 






































gaji tersebut diambil pemerintah atau menggantinya dari harta yang 
diambil dari bait al-mal; 
e. Mencegah perampasan harta. Perampasan harta ada dua macam yaitu: 
(1) Ghusubal-Sult ̅niyah, yaitu perampasan yang dilakukan oleh para 
gubernur yang zalim, baik karena kecintaaanya terhadap harta 
tersebut atau karena keinginan untuk menzalimi. Tugas N ̅dir al-
maz ̅lim yaitu mencegah perbuatan zalim apabila belum dilakukan, 
dan bila telah dilakukan maka tergantung kepada pengaduan orang 
yang dizalimi tersebu. 
(2) Perampasan yang dilakukan oleh ‘orang kuat’. Dalam hal ini 
pemrosesan perkara tergantung kepada pengaduan atas adanya 
tindak kezaliman dan harta yang dirampas tidak bisa diambil 
kecuali empat perkara, pengakuan dari orang yang merampas harta 
tersebut, perampasan tersebut diketahui oleh walial-maz ̅lim dan ia 
boleh menetapkan hukum berdasar pengetahuannya, adanya bukti 
yang menunjukkan dan menguatkan tindak kezaliman tersebut, dan 
adanya berita yang kuat tentang kezaliman tersebut;\ 
f. Mengawasi harta-harta wakaf. Harta wakaf ini ada dua macam yaitu: 
(1) Wakaf Umum, tugas N ̅dir al-maz ̅lim adalah mengawasi agar 
harta wakaf tersebut tidak disalahgunakan, meskipun tidak ada 
pengaduan tentang adanya penyimpangan. 
 






































(2) Wakaf Khusus, tugas N ̅dir al-maz ̅lim adalah memproses perkara 
setelah ada pengaduan mengenai penyimpangan terhadap wakaf 
tersebut; 
g. Menjalankan fungsi hakim. Ketika hakim tidak kuasa menjalankan 
proses peradilan karena kewibawaan, status, dan kekuasaan 
terdakwa lebih besar dari hakim N ̅dir al-maz ̅lim harus 
mempunyai kewibawaan dan kekuasaan lebih tinggi dari terdakwa; 
h. Menjalankan fungsi al-hisbah ketika ia tidak mampu menjalankan 
fungsinya dalam menegakkan perkara-perkara menyangkut 
kemaslahatan orang banyak; 
i. Memelihara ibadah-ibadah yang mengandung syiar islam seperti 
perayaan-perayaan hari raya, haji, dan jihad dengan mengatur 
agenda dan prosedur yang perlu dipenuhi hak karena Allah swt. 
Lebih utama dari pada hak-hak lainnya; 
j. N ̅dir al-maz ̅lim juga diperbolehkan memeriksa orang-orang yang 
bersengketa dan menetapkan hukum bagi mereka, namun fungsi ini 
tidak boleh keluar dari aturan-aturan yang berlaku di lembaga qada. 
al-maz ̅limal-maz ̅lim lembaga al-maz ̅lim memiliki wewenang untuk 
memeriksa sautu perkara tanpa menunggu pengaduan dari yang 
bersangkutan. Apabila telah diketahui adanya kecurangan-kecurangan dan 
penganiayaan-penganiayaan, maka lembaga al-maz ̅lim berwenang untuk 
 










































a. Penganiayaan para penguasa, baik terhadap perorangan maupun terhadap 
golongan: 
b. Kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan 
zakat dan harta-harta kekayaan negara lain: 
c. Mengontrol/mengawasi keadaan para pejabat. 
2. Keanggotaan Wil ̅yahal-maz ̅lim 
Dalam struktur keanggotaan dewan penanganan al-maz ̅lim harus 
terdapat lima orang yang mutlak dibutuhkan oleh N ̅dir al-maz ̅lim dan 
penanganan yang dilakukannya tidak akan bisa berjalan secara tertib  dan 
lancar kecuali dengan adanya lima orang tersebut. Mereka adalah:
17
 
a. Para penjaga dan pembantu untuk menyeret tersangka yang kuat dan 
menangani tersangka yang berani; 
b. Para qadhi untuk meminta penjelasan tentang hak-hak yang tertetapkan 
menurut mereka dan untuk mengetahui hal-hal yang berlangsung di 
majelis-majelis persidangan mereka di antara pihak-pihak yang berpekara; 
                                                          
16
T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan & Hukum Acara Islam (Semarang: PT Pustaka Rizki 
Putra, 1997),93. 
17
Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adilatuhu...,378. 
 






































c. Para fuqaha untuk dijadikan sebagai rujukan dalam hal yang masih terasa 
janggal baginya dan sebagai tempat bertanya tentang hal-hal yang masih 
belum jelas baginya; 
d. Para juru tulis untuk mendokumentasikan semua hal yang berlangsung di 
antara pihak-pihak yang berperkara, termasuk dakwaan yang ditunjukan 
kepada mereka atau gugatan yang mereka ajukan; 
e. Para saksi, yang bertugas untuk menyaksikan hak yang ditetapkan oleh 
N ̅dir al-maz ̅limdan keputusan hukum yang ia putuskan. 
Apabila para anggota majelis sidang peradilan al-maz ̅lim tersebut 
telah lengkap, N ̅dir al-maz ̅lim baru memulai tugasnya dalam menangani 
perkara-perkara al-maz ̅lim yang ada. 
 
 



































Putusan Mahkamah Konstitusi No..39/PUU-XVII /2019 Tentang \Pasal 416 
AYAT (1) Mengenai Persebaran Suara Setiap Provinsi di Indonesia dalam 
Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 
A. Deskripsi Kasus 
Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan 
pada tahun 2019 hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil 
presiden saja. Namun pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 
tahun 2019 beredarnya berbagai informasi-informasi terkait dengan tidak 
dapat dilantiknya pasangan calon presiden dan wakil presiden jika tidak 
memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 416 ayat (1) Undang-
Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Munculnya polemik 
ditengah-tengah masyarakat yaitu terkait tentang perolehan suara yang 
diperoleh oleh pasangan calon paslon 01 Joko Widodo dan ma’ruf amin 
diisukan tidak bisa memenangkan Pemilu 2019 walaupun pasangan ini 
memenangkan 51% suara, pasangan ini juga harus memenangkan ½ jumlah 
disetiap provinsi yang ada di Indonesia.
1
sesuai ketentuan yang ada pada 
Pasal 416. 
Terkait persebaran suara yang harus diperolehan atau dimenangkan 
oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden telah diatur pada Pasal 416 
                                                          
1
Tim detikcom, ‚ Viral Isu Jokowi Tak Bisa Menangi Pilpres Dimentahkan Ali‛, Dalam Viral Isu 
Jokowi Tak Bisa Menangi Pilpres Dimentahkan Ahli (detik.com) diakses pada 10/01/2021. 
 
 






































ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, akan 
tetapi adanya sedikit permasalahan terkait Pasal 416 ayat (1) ini yang mana 
pasal tersebut merupakan pengutipan dari Pasal 159 Undang-Undang  No.42 
Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 
Sebagaimana pada pemilihan umum calon Presiden dan Wakil presiden 
pada tahun 2014 juga diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil 
presiden, masing-masing paslon juga harus memperoleh suara yang telah 
diatur pada pasal 159 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi Pasal 159 
Undang-Undang  No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden 
dan Wakil Presiden dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat.  
Pasal 159 Undang-Undang  No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan 
Umum Presiden dan Wakil Presiden pernah digugat oleh pemohon 
sebelumnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.50/PUU-
XII/2014 pada tanggal 3 juli 2014 bahwa ketentuan Pasal 159 ayat (1) 
Undang-Undang  Pilpres sekalipun sama dengan bunyi dalam Pasal 6A ayat 
(3) UUD 1945 ini mengandung ketidakjelasan yang mengakibatkan adanya 
multiinterpretasi dan kekacauan dalam penerepannya sehingga Mahkamah 
Konstitusi memberikan penafsiran konstitusional bahwa ketentuan Pasal 159 
ayat (1) tidak berlaku jika pasangan calon hanya diikut dua pasangan calon 
 






































Presiden dan Wakil Presiden. Dengan kata lain, syarat-syarat untuk 
ditetapkannya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Presiden 
dan Wakil Presiden terpilih sebagaimana ditentukan dalam Pasal 159 ayat 
(1) Undang-Undang Pilpres tidak dapat diterapkan atau menjadi tidak 
berlaku jika hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.  
Akibat dengan berlakunya ketentuan Pasal 416 Undang-Undang 
Pemilu, khususnya ayat (1) yang dimana bunyi pasal tersebut merupakan 
copy-paste Pasal 159 Undang-Undang No.42 Tahun 2008 Tentang Pilpres. 
sebagaimana pengutipan pasal yang sama yaitu: 
Pasal 159 Undang-Undang Pilpres 
1) Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara 
lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) 
suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih ½ (setengah) jumlah 
pronvinsi di Indonesia. 
2) Dalam hal tidak ada pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1),(2) pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak 
pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam 
pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 
3) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama 
diperoleh oleh 2 (dua) pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut 
dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam pemilu Presiden dan 
Wakil Presiden. 
4) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama 
diperoleh oleh 3 (tiga) pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat 
pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan 
suara yang lebih luas secara berjenjang. 
5) Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama 
diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) pasangan calon, penentuannya 
dilakukan berdasarkan perseberan wilayah perolehan suara yang lebih 
luas secara berjenjang. 
 






































Pasal 416 Undang-Undang Pemilu 
(1) Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara 
lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) 
suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih ½ (setengah) jumlah 
provinsi di Indonesia 
(2) Dalam hal tidak ada pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1),(2) pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak 
pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam 
pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 
(3) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama 
diperoleh oleh 2 (dua) pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut 
dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam pemilu Presiden dan 
Wakil Presiden. 
(4) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama 
diperoleh oleh 3 (tiga) pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat 
pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan 
suara yang lebih luas secara berjejang. 
(5) Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama 
diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) pasangan calon, penentuannya 
dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih 
luas secara berjenjang. 
 
Mengakibat keadaan berbangsa dan bernegara ini tidak dapat segera 
membaik setelah dalam beberapa bulan masa kampanye terpolarisasi, bahkan 
pemilu presiden dan wakil presiden telah menimbulkan gesekan psikologis 
dari elemen anak bangsa yang harus segara dihentikan demi utuhnya bangsa 
dan negara, dengan munculnya kembali perdebatan itu akan semakin 
menimbulkan ketegangan bahkan keresahan yang akan mengakibatkan 
ketidakjelasan masa depan bangsa dan negara mengingat jika syarat-syarat 
yang ditentukan dalam Pasal 416 ayat (1) Undang-undang pemilu yang 
dimaksud. Hal ini juga mengakibat menguras keuangan negara yang 
diperoleh antara lain pembayaran pajak dari para pemohon tetapi juga akan 
 






































menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pemohon dan para pemohon 
harus dipaksa untuk melakukan pencoblosan lagi sementara hari pemungutan 
suara diliburkan sehingga para pemohon tidak dapat menjalankan tugasnya. 
Selain itu, pajak yang dibayarkan oleh para pemohon yang sebenarnya dapat 
dipakau untuk pembangunan yang memberikan kemudahan bagi para 
pemohon, justru harus dipergunakan untuk biaya pemilu yang berulang-
ulang. Ini sangat merugikan hak konstitusional para pemohon yang dijamin 
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yakni hak atas kepastian hukum. 
Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-XII/2014 
tersebut, maka ketidakpastian dalam hal pasangan Calon Presiden dan Wakil 
Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan, telah terjawab oleh putusan 
sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Komisi No. 50/PUU-
XII/2014. Berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 Pemilihan Umum 
merupakan lembaga yang diberi amanat untuk menyelenggarakan Pemilihan 
umum, telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.5 Tahun 
2019 Tentang Penetapan Pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, 
dan penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum yang 
mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-XII/2014 dengan 
mengatur bahwa hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon dalam pemilihan 
umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan calon yang memperoleh suara 
terbanyak sebagai pasangan calon terpilih tertuang pada Pasal 3 ayat (7) 
PKPU Undang-Undang  No. 5 Tahun 2019. 
 






































Dan juga Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang No.42 Tahun 2008 
Tentang Pilpres dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam Pasal 571 
Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sehingga 
situasi ini tidak perlu terjadi jika pembuat Undang-Undang memperhatikan 
Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/ PUU-XII/2014. 
Oleh sebab itu Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hanya 
diikuti oleh dua pasangan calon harus dilakukan pemilihan ulang dengan 
terus-menerus karena tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat-syarat 
sebagaimana ditentukan dalam pasal 416 ayat (1) Undang-Undang  Pemilu 
maka para pemohon tidak lagi mendapatkan kemudahan dan kesempatan 
serta manfaat untuk dapat memilih pemimpin presiden dan wakil presiden. 
Untuk itu pasangan calon yang diikuti hanya dua pasangan calon saja, 
pemilihan cukup dilakukan berdasarkan suara terbanyak agar para pemohon 
mendapatkan kemudahan dalam menggunakan hak pilihnya atas 
terselenggaranya pemerintahan dengan terpilihnya presiden dan wakil 
presiden. 
B. Putusan Mahkamah Konsitutsi No. 39/PUU-XVII/2019 
1. Pemohon 
Pemohon adalah Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M., beralamatkan jalan 
pelangi kuning I Blk. B.2.B/29 RT/RW 005/026, Pegangsaan Dua, Kelapa 
 






































Gading, Kota Jakarta Utata, Provinsi DKI Jakarta. Antonius Cahyadi, S.H., 
LL.M., beralamatkan Kampung Baru II RT/RW 010/002, Ulujami, 
Pesanggarahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Gregorius 
Yonathan Deowikaputra, S.H., Beralamatkan Jalan Tampomas Raya Blok 12 
Nomor 18, RT/RW 005/018, Kelurahan kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi 
Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. 
2. Objek Permohonan 
Adapun objek permohonan adalah Undang-Undang  No.7 Tahun 2017 
Tentang Pemilu Pasal 416 ayat (1) terhadap UUD 1945, Pasal 1 ayat (2), 
Pasal 6A ayat (3) dan (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (2), 
serta Pasal 28I ayat (4). 
3. Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing)  
Berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi 
pihak yang dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas Undang-undang 
terhadap UUD 1945 adalah pihak: 
a. Perorangan Warga Negara Indonesia (WNI); 
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan 
Republik Indonesia (RI) yang diatur dalam undang-undang;atau 
c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; 
d. Lembaga negara. 
 






































Dengan ketentuan diatas, pemohon merupakan pihak yang sah dapat 
mengajukan dalil sebagai perorangan warga negara yang dirugikan hak 
konstitusionalnya dengan ketentuan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang  
pemilu, tidak memiliki kepastian hukum terkait dalam hal pasangan calon 
presiden dan wakil presiden yang hanya diikuti dua pasangan calon. 
Ketentua Pasal 416 ayat (1) Undang-undang pemilu juga mengakibatkan 
tidak adanya pasangan calon terpilih, sehingga pemilu harus diulang kembali 
dan pengulangan pemilihan umum ini ialah suatu hal yang menguras 
keuangan negara bersumber dari pajak yang dibayar oleh masyarakat 
termasuk oleh para pemohon. 
4. Pertimbangan Hukum 
Hakim Mahkamah Konstitunsi mempertimbangkan, sebagai berikut: 
a. Permohonan yang diajukan merupakan permohonan untuk menguji 
konstitusionalitas norma Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang 
Pemilihan Umum Pasal 416 ayat (1) terhadap Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) 
UUD 1945, ialah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili 
permohonan a quo. 
b. Ketentuan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang pemilu yang tidak 
memberikan kepastian hukum terkait dua pasangan calon presiden dan wakil 
presiden, Mahkamah menilai pemohon memiliki hak konstitusional untuk 
mendapat kepastian hukum terhadap syarat keterpilihan pasangan calon 
 






































presiden dan wakil presiden, serta pemohon juga memiliki hak konstitusional 
dengan terselanggaranya pemilihan umum yang efisien dari segi pembiayaan, 
efektif dalam pelaksanaan. 
c. Pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon terkait Pasal 416 ayat (1) 
Undang-Undang  Pemilu, sama dengan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang  
No.42 Tahun 2008 Tentang Pimilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 
Norma yang sama dalam Pasal 416 ayat (1) telah pernah dimohonkan oleh 
pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 
159 ayat (1) Undang-Undang melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 
No.50/PUU-XVII/2014 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 karena 
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak 
berlaku untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terdiri dari 
dua pasangan calon. 
d. Syarat keterpilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam 
Pemilihan Umum yang diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 yang kemudian 
diatur lebih lanjut dalam Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang  Pemilu, yang 
sebelumnya ketentuan mengenai syarat keterpilihan pasangan presiden dan 
wakil presiden diatur dalam Pasal 159 ayat (1) Undang-undang Pilpres. 
ketentuan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Umum hanya 
mengatur syarat keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan 
dalam hal ini pemilihan umum yang diikuti lebih dari dua pasangan calon, 
 






































tidak mengatur syarat ketepilihan manakala sejak awal pemilihan umum 
presiden dan wakil presiden hanya diikuti oleh dua pasangan calon. 
e. Dalam UUD 1945 Pasal 6A ayat (3) dimaksudkan apabila pasangan calon 
yang terdiri dari dua pasangan, jika dikaitkan dengan konteks lahirnya Pasal 
6A UUD 1945 dapat ditarik kesimpulan pasangan calon selalu diikuti lebih 
dari dua pasangan calon. Dalam Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang 
menjelaskan banyaknya pasangan calon presiden dan wakil presiden 
mengikuti pemilihan pada putaran sebelumnya, dengan jelas makna itu 
dikaitkan dengan ayat (2) dan ayat (3) sebelumnya. Jika semula hanya 
diikuti dua pasangan calon tentu salah satunya memperoleh suara terbanyak 
pertama dan kedua sesuai yang dijelaskan pada ayat (4). Dengan demikian 
makna Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 harus dibaca dalam satu rangkaian 
dengan makna keseluruha Pasal 6A UUD 1945. 
f. Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-XVII/2014 menurut 
Mahkamah Konstitusi pembentuk Undang-Undang  mengetahui dan 
memperhatikan keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo yang 
menyatakan norma Pasal 159 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang 
tidak dimaknai, tidak berlaku untuk dua pasangan calon presiden dan wakil 
presiden. Penafsiran norma Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang  Pilpres 
dijadikan salah satu landasan hukum pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden 
dan wakil presiden tahun 2014. 
 






































g. Substansi Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang  Pilpres yang telah dibatalkan 
keberlakuannya secara bersyarat. Akan tetapi, dimuat kembali dengan 
rumusan yang sama oleh pembentuk Undang-Undang  dalam Pasal 416 ayat 
(1) Undang-Undang  Pemilihan Umum. Dimuatkan kembali norma undang-
undang yang telah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi dalam putusan 
Mahkamah Konstitusi No.105/PUU-XIV/2016 maka hal ini bagi mahkamah 
merupakan bukti yang tidak terbantahkan untuk menyatakan norma Undang-
Undang  yang bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945. 
5. Amar Putusan 
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan 
diatas Mahkamah Konstitusi memutuskan, sebagai berikut: 
a. Menerima dan mengabulkan pemohon untuk seluruhnya. 
b. Menyatakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‚tidak berlaku untuk 
pemilihan umum presiden dan wakil presiden ang hanya diikuti dua 
pasangan calon. 
c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik 
Indonesia sebagaimana mestinya.
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 Putusan MK No39/PUU-XVII/2019. 
 



































Analisis Fiqh Siya>sah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-
XVII/2019 Tentang Pasal 416 Ayat (1) Mengenai Persebaran Suara Setiap 
Provinsi di Indonesia dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang 
Pemilihan Umum. 
A. Analisis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-XVII/2019 
Pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 
No.39/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa Pasal 416 ayat (1) 
bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak dicermati secara 
keseluruhan. Dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 jika dimaknai dalam 
kontruksi hukum yang dibangun sebuah perspektif Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden didasarkan pada sebaran jumlah penduduk 
yang tidak merata/tidak seimbang antara jumlah penduduk provinsi jawa 
dengan sebaran jumlah penduduk diluar jawa, ini merupakan suatu bentuk 
yang tidak seimbang jika pasangan calon presiden dan wakil presiden yang 
hanya memenangkan suara banyak diprovinsi pulau jawa akan tetapi 
pasangan calon presiden dan wakil presiden memenangkan sedikit diluar 
provinsi jawa. Maka Pasal 6A ayat (3) mengatur perolehan persebaran suara 
yang harus dimenangkan oleh pasangan calon presiden dan wakil Presiden. 
Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 juga tidak menjelaskan secara gamblang 
jumlah pasangan calon jika tidak dikaitkan dengan Pasal 6A ayat (4) UUD 
1945 yang ditekankan dalam kalimat: 
 






































‚Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, 
pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua..‛ 
 
Persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 
harus dipenuhi terlebih dahulu, tidak dapat langsung masuk dalam 
ketentuan Pasal 6A ayat (4) yang menganut simple majority. Maksud dari 
pembentukan UUD 1945 agar presiden dan wakil presiden memperoleh dua 
legitimasi suara terbanyak dari rakyat serta legtimasi yang merata 
diberbagai provinsi Indonesia. Ini sangat wajar demi untuk menjaga dan 
membangun keutuhan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Repbulik 
Indonesia, dikarenakan keabsahan kondisi geografis dan demografis 
Indonesia yang senjang. Seperti provinsi diluar jawa yang memiliki wilayah 
luas tetapi penduduk yang sedikit, berbeda dengan pronvinsi pulau jawa 
penduduk yang padat. Maka keterpilihan pasangan calon Presiden dan 
Wakil Presiden harus memperoleh jumlah kemenangan diseluruh provinsi di 
pulau jawa dan satu atau dua provinsi di luar pulau jawa yang padat, lebih 
dari lima puluh persen dari suara rakyat. 
Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ialah 
Undang-Undang pelaksana dari UUD 1945 yang memberikan pedoman 
umum tentang suatu bidang yakni mengatur tentang pemilihan umum. 
Permasalahan ketentuan pada Pasal 416 ayat (1) sama persis dengan 
Undang-Undang No.42 Tahun 2008 Tentang Pilpres pada ketentuan Pasal 
159 ayat (1) yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-XII/2014. Dalam Pasal 416 ayat 
 






































(1) : ‚Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh 
suara lebih dari 50% (Lima puluh persen) dari jumlah suara dalam 
pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% (dua 
puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ 
(setengah) jumlah provinsi di Indonesia.‛ 
Alasan para memohon menggugat Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang 
No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu disamping kerugian hak 
konstitusional yang dirasakan para pemohon dengan memaknai muculnya 
kembali norma undang-undang yang telah dibatalkan oleh Mahkamah 
Konstitusi maka tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon presiden dan 
wakil presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon sesuai Putusan 
No.50/PUU-XII/2014. Ketentuan ini harus dimaknai apabila terdiri dari 
lebih dua pasangan calon presiden dan wakil presiden mendapatkan suara 
terbanyak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 6A ayat (4) UUD 
1945, sehingga tidak diperlukan lagi pemilihan langsung oleh rakyat pada 
putaran kedua. Kerugian lainnya dengan berlakunya Pasal 416 ayat (1) ini 
ialah menguras keuangan negara yang diperoleh antara lain dari 
pembayaran pajak dari para pemohon dan juga menimbulkan ketidak 
pastian hukum karena pemohon harus melakukan pencoblosan yang dimana 
hari pemungutan suara diliburkan sehingga pemohon tidak dapat 
melakukan pekerjaan. 
 






































Oleh karena itu, alasan hakim mengabulkan keseluruhan permohonan 
para pemohon ialah ketika dihadapkan pada realitas yang ada, dimana 
hanya diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka 
menimbulkan kekosongan hukum dikarenakan bunyi Pasal 416 ayat (1) 
Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak dapat 
memberikan jalan keluar dari keadaan yang terjadi, sebagaimana telah 
terjawab pada putusan sebelumnya. Di karenakan tidak mengindahkan 
keputusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya maka terjadinya kembali 
kekosongan hukum. 
Pada Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang 
Pemilihan Umum juga menimbulkan ketidakpastian hukum jika syarat yang 
ditentukan pada pasal tersebut tidak dapat diperoleh pada pemilihan umum 
Presiden dan Wakil Presiden yang diikuti dua pasangan calon, ini akan 
sangat memungkinkan terjadinya pemilihan umum calon presiden dan wakil 
presiden secara berulang-ulang sampai menemukan pemenang pasangan 
calon sesuai syarat yang ditentukan. Akibatnya menimbulkan 
ketidakpastian hukum dalam Pemilihan Umum sehingga bertentangan 
dengan hak konstitusional pemohon yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) 
UUD 1945. 
Meskipun Undang-Undang Pemilihan Umum yang digunakan oleh 
pemohon berbeda dengan Undang-Undang Pilpres, tetapi materi muatan 
pada pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang 
 






































Pemilihan Umum sama persis dengan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang 
No.42 Tahun 2008 Tentang Pilpres, maka ini sudah dapat terjawab sesuai 
Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-XII/2014 yaitu materi muatan 
Pasal 416 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945. 
Yang menjadi permasalahan utama, adalah copy paste Pasal 416 ayat 
(1) No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 159 ayat 
(1) No.42 Tahun 2008 Tentang Pilpres, sehingga menimbulkan berbagai 
macam polemik ditengah-tengah masyarakat, yang dimana pasal 
sebelumnya sudah terjawab akan mengakibatkan adanya pengaruh terhadap 
pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dikarenakan 
muatan pasal 159 a quo ialah langkah tertentu yang harus diterapkan dan 
berdampak pada hukum yang bersifat sepsifik. Hal ini bisa dikaji secara 
menyeluruh muatan Pasal 159 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.42 
Tahun 2008 Undang-Undang Pilpres merupakan duplikasi dari Pasal 6A 
ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 dimana frasa kata yang digunakan sama 
dan tidak membentuk materi muatan pada Pasal 159 ayat (1) Undang-
Undang No.42 Tahun 2014. 
Meskipun demikian, realitas politik serta realitas hukum yang terjadi 
tidak mencapai ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 dengan Pasal 416 
ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 
yang hanya selalu diikuti dua pasangan calon pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden dari Tahun 2014 sampai tahun 2019. Sehingga semua kategori 
 






































pemilihan presiden dan wakil presiden dimasukkan dalam sebuah produk 
hukum tertentu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang mana Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum pasal 3 ayat (7) No.5 Tahun 2019 Tentang 
Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan 
Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang mengakomodir 
Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-XII/2014 mengatur terkait 
perolehan suara untuk para calon presiden dan wakil presiden yang hanya 
diikuti dua pasangan saja dalam pemilihan umum presiden dan wakil 
presiden yang akan datang, sehingga pasal 416 ayat (1) Undang-Undang 
No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak dapat diberlakukan lagi 
dan sehingga aturan terkait perolehan persebaran suara telah diatur dalam 
peraturan PKPU. 
Pembentukan Peraturan Undang-Undangan yang menjadi suatu 
keputusan politik dan keputusan Hhukum yang mempunyai fungsi inheren 
beserta fungsi hukum itu sendiri. Salah satunya menjamin adanya kepastian 
hukum yang merupakan asas penting pada tindakan hukum serta penegakan 
hukum. Demikian peraturan perundang-undangan seharusnya memberikan 
kepastian hukum yang lebih tinggi dari hukum adat, hukum kebiasaan dan 
hukum formal atau yurisprudensi. Agar terjaminnya kepastian hukum, 
maka suatu perarturan perundang-undangan wajib mengikuti ketentuan-
ketentuan yang ada, antara lain: 
 
 






































1. Jelas dalam menguraikan, tidak ambigu. 
2. Koheren dalam menguraikan baik secara internal yang mengadung 
makna dalam relasi perundang-undangan yang sama dapat terjaga 
hubungan yang sistematik antara kaidahnya, susunan serta dalam 
bahasa. Serta secara eksternal adanya hubungan sinkronisasi berbagai 
peraturan perundang-undangan. 
3. Pemakaian bahasa yang dapat dipahami yaitu bahasa yang umum 
dipahami oleh masyarakat bukan berarti bahasa hukum tidak penting. 
bahasa hukum yang dipergunakan secara ajeg dikarenakan bagian dari 
bentuk menjamin kepastian hukum .
1
 
Untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran, agar adanya 
kepastian hukum, maka Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan 
serta fungsi dalam memberikan penafsiran akhir yang bersifat final dan 
mengikat sehingga dapat menafsirkan putusan terkait Pasal 416 Undang-
Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang merupakan copy 
paste dari Pasal 159 Undang-Undang No.42 Tahun 2008 Tentang Pilpres 
yang mana Pasal 416 ayat (1) tidak menjelaskan secara eksplisit untuk 
mengetahui jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden jika 
ditautkan dengan ayat selanjutnya. 
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B. Analisis Fiqh Siy ̅sah Dust ̅r y̅ah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 
No. 39/PUU-XVII/2019. 
Pada konteks fiqh siy ̅sah dust ̅r y̅ah diliat dari konsep kekuasaan 
dust ̅r y̅ah, salah satunya siy ̅sah qadha’iyyah yaitu lembaga negara yang 
menjalankan kekuasaan kehakiman untuk mengawasi atau menjamin 
jalannya proses perundang-undangan sejak penyusunannya sampai dalam 
pelaksanaanya serta mengadili perkara perselisihan, baik yang menyangkut 
perkara perdata maupun pidana. Jadi, qadha’iyyah merupakan kekuasaan yang 
berkaitan dengan peradilan atau kehakiman .  dalam menangani perkara yang 
ditangani peradilan sudah dibagi oleh peradilan-peradilan sesuai kewenangannya 
salah satunya peradilan tertinggi dilaksanakan oleh lembaga peradilan yaitu 
wil ̅yah al-maz ̅lim. 
Lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para 
penguasa dan keluarganya mengenai hak-hak rakyat merupakan arti dari 
wil ̅yah al-maz ̅lim. Tujuan dibentuknya wil ̅yah al-maz ̅lim dapatnya 
terjamin atau melindungi hak-hak rakyat dari tindakan para penguasa, 
pejabat, serta keluarganya. Dan agar dapat mengembalikan hak-hak rakyat 
yang telah dirampas atau dirugikan oleh mereka yang melakukan serta 
menyelesaikan persangketaan terkait penguasa dan warga negara. 
Dalam hal ini wil ̅yah al-maz ̅lim bertugas memeriksa kasus yang 
menyangkut penganinayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat 
 






































biasa. Wil ̅yah al-maz ̅lim juga mengadili para pejabat negara sama seperti 
halnya dengan khalifah yang melakukan perbuatan zalim kepada rakyat. 
Dalam system ketatanegaraan, wil ̅yah al-maz ̅lim setara dengan 
Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga tertinggi negara yang 
memegang kekuasaan kehakiman serta pengawal konstitusi, berfungsi untuk 
menegakkan keadilan konstitusional dalam kehidupan rakyat. Ketentuan 
terkait Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 sehingga 
Diundangkannya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yaitu Undang-
Undang No.24 Tahun 2003 jo Undang-Undang No.8 Tahun 2011 jo Undang-
Undang No.4 Tahun 2014 jo Undang-Undang No.7 Tahun 2020 yang 
bertujuan untuk pelaksana aturan Pasal 24C UUD 1945 itu sendiri. Dalam 
Pasal 24C UUD 1945 yang merupakan ranah suatu hukum Mahkamah 
Konstitusi yaitu: 
1. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. 
2. Memutuskan sangketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. 
3. Memutuskan pembubaran partai politik. 
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 
 






































5. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR 
bahwa presiden dan wakil presiden diduga melakukan pelanggaran.
2
 
Kewenangan yang dimiliki oleh wil ̅yah al-maz ̅lim sama halnya 
dengan kewenangan yang ada pada Mahkamah Konstitusi yaitu 
memustuskan sebuah perkara yang tidak dapat diputuskan oleh hakim. 
Kezaliman yang dilakukan oleh khalifah, pegawai pemerintahan serta hakim 
merupakan sebuah ranah kekuasaanwil ̅yah al-maz ̅lim lebih luas 
dibandingkan kekuasaan qada. 
Dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-
XVII/2019 yang dimana permasalahan inti adalah munculnya pasal yang 
telah digugat oleh penggugat sebelumnya pada Putusan Mahkamah 
Konstitusi No.50/PUU-XII/2014 yang mana amar putusan tersebut 
menyatakan bahwa Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang No.42 Tahun 2008 
Tentang Pilpres bertentangan dengan UUD 1945. 
Perihal ayat yang penulis gunakan untuk menganalisis Putusan 
Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-XVII/2019 adalah ayat Al-qur’an yang 
menjelaskan pentingnya keadilan bagi hakim untuk memutus suatu perkara, 
dijelaskan dalam QS. Shaad Ayat 26 dan QS. Al-Ma’idah Ayat 49. 
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Mahkamah Konstitusi RI,‚ Kedudukan dan Kewenangan‛, dalam 
https://mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3 , diakses pada 25/10/2020. 
 






































دَاوُۥدُْإَِّّْ َّبِعِْيَٰ َْوَْلْتَت ْٱىَّْاِسْبِٲْىَحّقِ َِ َلَْخِييفَةًِْفًْٱْْلَْزِضْفَٲْحُنٌَْبْي
اَْجعَْيَْٰ
َْعرَاٌبْ ٌْ ِْىَُه َْعَِْسبِيِوْٱَّللَّ َُ ْيَِضيُّى َِ ْٱىَِّري َُّ ِْْۚإِ ٱْىَهَىٰيْفَيُِضيََّلَْعَِْسبِيِوْٱَّللَّ
ْٱْىِحَساِبْ ًَ اَُّْسى۟اَْيْى ََ ِْب
 َشِديدٌۢ
Artinya: ‚Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah 
(penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara 
manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia 
akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang 





ْبَْعِطْ ِْۢ ْيَّْفِتُْْىَكَْع ُْ ْاَ ٌْ َْواْحرَْزُه ٌْ َُْوَْلْتَتَّبِْعْاَْهَىۤاَءُه َّْزَهّْٰللاه آْاَ ََ ْبِ ٌْ َُْه َْبْي ٌْ ْاْحُن ُِ َْواَ
ُْ َّْزَهّْٰللاه آْاَ ٍَْ َُّ َْۗواِ ٌْ ِْببَْعِطْذُُّْىِبِه ٌْ ْيُِّصْيبَُه ُْ ُْاَ اْيُِسْيدُّْٰللاه ََ ْاََّّ ٌْ ْتََىىَّْىاْفَاْعيَ ُْ ْفَِا اِىَْيَلۗ
ْ َُ ْاىَّْاِسْىَٰفِسقُْى َِ ّ ٍِ ٩٤ْْ-َمِثْيًساْ
Artinya: ‚Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka 
menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa 
nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka 
tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah 
kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), 
Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan 
menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa 
mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang 
fasik‛>. 
 
Dari ayat diatas dapat dimaknai keadilan yang dapat ditegakkan oleh 
seseorang khalifah terhadap umatnya ketika, adanya suatu perkara yang 
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 Departemen Agana RI, Al-Quran & Terjemah (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013)h, 363. 
 






































menimbulkan kezaliman terhadap umatnya maka wil ̅yah al-maz ̅lim yang 
merupakan lembaga peradilan tinggi mampu menyelesaikan perkara tersebut 
jika tidak dapat diputuskan oleh hakim juga guna menegakkan suatu 
kebenaran agar dapat menentukan mana yang benar atau salah tanpa 
membedakan pihak yang bersangketa didepan majelis hakim. Dikaitkan 
dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-XVII/2019 yang dimana 
permasalahan inti adalah munculnya pasal yang telah digugat oleh 
penggugat sebelumnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-
XII/2014 yang mana amar putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 159 
ayat (1) Undang-Undang No.42 Tahun 2008 Tentang Pilpres bertentangan 
dengan UUD 1945. 
Kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa atau para pejabat 
terhadap rakyat ialah suatu bentuk copy-paste pasal yang mana pasal 
tersebut pernah diguggat oleh penggugat sebelumnya sehingga munculnya 
permasalahan yang sama dan merugikan hak-hak rakyat dengan diberlakukan 
kembali pasal yang jelas bertentangan dengan UUD 1945. 
  
 





































1. Pada Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-XVII/2019, hakim 
mengabulkan keseluruhan para pemohon karena terjadinya kerugian hak 
konstitusional pemohon serta menyatakan Pasal 416 tidak memupunyai 
kekuatan hukum mengikat karena terjadinya pengutipan pasal yaitu Pasal 
416 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 
mengakibatkan kekosongan hukum sehingga Pasal tersebut bertentangan 
dengan UUD 1945. Sehingga pasal 416 yang mengatur tentang persyaratan 
perolehan suara untuk para calon presiden dan wakil presiden dalam 
pemilihan umum telah diatur dalam PKPU Pasal 3 ayat (7) No.5 Tahun 
2019. Dengan ketidaktelitian pembuat Undang-Undang yaitu badan 
legislatif yang tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Konstitusi 
No.50/PUU-XII/2014 yang permasalahan ini sudah terjawab sehingga 
mengakibatkan kekosongan kembali.  
2. Jika ditinjau dalam konsep siy ̅sah dust ̅r y̅ah pada pembagian kekuasaan 
yang berkaitan dengan peradilan atau kehakiman merupakan konsep dari 
qadha’iyyah yaitu mengatur untuk mengawasi atau menjamin jalanya proses 
perundang-undangan sejak penyusunannya sampai pada pelaksanaanya serta 
mengadili perkara perselisihan, baik yang menyangkut perkara perdata 
maupun pidana. wil ̅yah al-maz ̅lim peradilan yang tertinggi yang dimana 
mengatur tentang perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh lembaga 
 






































legislative (Sultah Tasyr ’̅ a̅h) dalam pembuat Undang-Undang yang tidak 
mengindahkan Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga mengakibatkan 
rakyat merasa hak nya hilang dengan diberlakukan pasal yang norma 
hukumnya bertentangan dengan UUD 1945. 
B. Saran 
Dari penilitian yang dilakukan oleh penulis serta kesimpulan yang 
telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat memberikan saran pada Putusan 
Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-XVII/2019 tentang perolehan persebaran 
suara pada Pasal 416 ayat (1) yang mana terjadinya kembali pengutipan 
pasal yang, seharusnya badan pembuat Undang-Undang yaitu badan 
legislative dapat memperhatikan atau megindahkan Putusan Mahkamah 
Konstitusi yang dimana permasalahan persebaran suara yang diperoleh oleh 
calon presiden dan wakil presiden telah terjawab sehingga tidak terjadinya 
kembali kekosongan hukum yang mengakibatkan kerugian hak 
konstitusional para pemohon.  
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